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BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATT JEPARA 
NOMOR S6 TAHUN 2011 

TENTANG 

PENJABARAN TUOAS DAN FUNGSI 

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 

KABUPATEN JEPARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT JEPARA, 

Menim bang 

Mengingat 

; bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 1 1  Peraturan 
Deerah Kabupaten Jepare Nomor 18 Tahun 201 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 
Jepara, perlu mengatur Penjabaran Tugas dan Fungi 
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kabupaten Jepara dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Dacrah-dacrah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
scbagaimana telah beberapea kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438), 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanamnan Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Perbinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daera.h 
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ 
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan dan 
Penyebarhuasan Peraturan Perundang­ 
undangan; 

10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 
Bidang Penanaman Modal; 

t. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 20 
Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di 
Daerah; 

12. Peraturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Jepara (Lembaran Ducrah 
Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Darah Kabupaten Jepara Nomor 2 ); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 
Tahun 201 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Peranaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 
18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
·-- ,,�-� , ,:, ' 



J 

MEMUTU SKAN 

Menetapian PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUOAS 
DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN 
JEPARA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Jepara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggr ma pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Jepara. 
4. Selretaris Dar rah  adalah  Selretaris Daerah Kabupaten Jepara. 
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adelah 

bagian perangkat da er ah  berbentuk Badan yang mempunyai 
kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. 

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, 
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal 
sing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik 
Indonesia. 

7, Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan 
suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian 
atau pelimpahan wewenang dani lembaga atau instansi yang 
memililei kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses 
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan 
tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 

8. Perizinan adalah pemberian legalitas krpada orang atau pelaku 
usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda 
dafar usaha; 

9. Tim Tekenis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-nsur 
satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai 
kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan; 

10. Jabatan Fungaional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tangguang jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam atuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 

didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta 

bersifat mandiri. 
II. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional 

yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 
keahliannya. 
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BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

Susunan organisasi Badan Penanaran Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu terdiri dari: 
I. Kepala; 
2. Seiretariat. yang membawahi: 

a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; 
b. Subbagian Keuangan; 
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

3. Bidang Penanaman Modal, yang membawahi: 
a. Subbidang Promosi dan Informasi; 
b. Subbidang Fas~litasi dan Kerjasama. 

4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, yang membawahi: 
a. Subbidang Pengawasan dan Pengaduan; 
b. Subbidang Pengendalian dan Penglajian. 

5. Bidang Perizinan Umum; 
6. Bidang Perizinan Ekonomi; 
7. Tim Teknis 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

BAB III 

TUOAS DAN FUNOSI 

Tugas dan Fungi 
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Pusai 3 

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai 
gas polok melaksanalean urusan pemerintahan daerah berdasarkan 
ass otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan 
menyelenggarakcan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara 
terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, 
keamanan dan kepastian 

Paa] 4 

Dalam menyelenggaraka tugas sebagaimane dimaksud pada ayat (1), 
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
menyelengarakan fungi :  
a.  perumusan kebijalean teknis sesuai dengan lingkuup tugasnya; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

• Peryelenesaran pees""""mesa peran: 
d. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan; 
e. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; 
f. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan 
g pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan Lingkup tugasnya; 

··- 
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gas laun yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
a tungsinya 

Bagian Kedua 

Kepala 

Pasal 5 

Kpala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
mempunyai tugas memimpin dan bertanggungiawab atas pelaksanaan 
tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. 

Bagian Ketiga 

Sekretariat 

Pasal 6 

(I) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat­ 
menyurat, perjalanan dinas, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, 
kearsipan, pemehiharaan dan penyusunan program, evaluasi dan 
laporan. 

(2) Belretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah 
dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Periinan Terpadu. 

Pase 7 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Sekretariat mempunyai fungsi: 
a. perencanaan, evaluasi dan laporan ; 
b. penyelenggaraan surat menyurt, kearsipan, kerumahtangqaan dan 

perjalanan dines; 
c. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan dokcumentasi ; 
d. penyajian bahan kebijakan pimpinan; 
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai tugas 
dan fungsinya. 

Pasal 8 

(1) Sekretariat terdiri dari :  

a.  Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 
b. Sub Bagian Keuangan 
c. Sub Bagian Umum dan Kepeawaan. 

(2) Masing-masing Sub Bagan sebagaimana diraksud pada ayat (lJ 
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan 
bertargguangawab kepada Sekretaris. 
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Pasal 10 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pusual 9, 
Sub Bagan Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi: 
a perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja ; 
b. penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja 

dan Anggaran dan Laporan Pertanggungiawaban Badan; 
c. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instanssi 

Pemerintah dan laporan-laporan insidentil; 
d. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, 

penyajian data dan menyiaplan bahan laporan kinerja Badan 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; 

e. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya 

sesuai lingkuup tgasnya; 

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup 
tugasnya; 

h. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya; 
i. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan 

Evaluasi ;  
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberilan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 1 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi 
penata usahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan 
pertanggungiawa administrasi keuangan 

Pasal 12 

Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, 
Sub Bagian Keuangan mempunyai fungi: 
a. perencanaan dan penyusunan anggaran Badan Penanaman Modal 

dan Pelayanan Perizinan Terpad u; 
b. penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, 

verifikasi, rekapitulasi, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan 
anggaran Badan; 

c. pelaksanaan dan pengkcoordinasian pengelolaan administrasi 
keuangan dan akuntansi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu; 

d. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya; 
e. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan tekris 

dibidang keuangan; 
f. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya 

sesuai lingkup tugasnya; 
g. pelaksanaan pembinaan, perilaian dan evaluasi kinerja bawahannya; 
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesai 

. 
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PAsal 13 

at Baa Lmum dan epegawaian mempunyai tugas 
eyeienggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, 
ierumantanggaan, perjalanan dinas, periengkapan, dan kepegawaian. 

Pasa] 14 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 
Sub Bagan Umum dan epeawaian mempunyai fungsi: 
a. perencanaan dan pengelolaan barang; 
b. pelasanaan ketatalaksanaan urum meliputi administrasi umum, 

surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian; 
c. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas; 
d. penyelenggaraan pengadaab sarana dan prasarana periantoran; 
e. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan 

kewajiban pegawai; 
f. pelaksanaan tgas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian; 
g. pelaksanaan kehurasan dan keprotokolan; 
h. pengk oor di nar un  penyiapan  bahan  perumusan kebijakan teknis di 

bidang Umum dan kepegawaian; 
i. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai 

lingkup tgasnya. 
j. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya 
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

Bagian Keempat 

Bidang Penanaman Modal 

Pasal 15 

(l Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan promosi 
dan informasi serta fasilitasi dan kerjasama Penanaman Modal. 

(2) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh sorang Kepala yang berada 
dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan Penanaman 
Modal dan Pelayanan Peririnan Ter padu. 

Pasa] 16 

Untuk melaksanakan tugas sebagairana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 
(I) Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi : 
a. penyusunan pedoran promosi dan informasi serta fasilitasi dan 

kejasama Penanaman Modal; 
b. penyusunan rencana dan evaluasi promosi dan informnasi serta 

fasilitasi dan kerjasama Penanaman Modal; 
c. penyelenggaraan promosi dan informasi serta fasilitasi dan kerjasama 

Penanaman Modal; 
d. penyelenggaraan kegatan administrasi di bidangnya; 
e. koordinasi dan sinkronisasi Penaraman Modal; 
f. penyelenggaraan sosialisasi; 
g. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya; 
h. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangny; 

pembinaan dan pengawasan staf; 
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tua gn fugas  lain  yang dibertkan oleh Kpala Badan 
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai tugas 

ya 

I 

Paul 17 

Bdag Penanaman Modal terdini dari: 
Sub Bidang Promosi dan Informasi; 

b Sub Bidang Fas~litasi dan Kerjasama. 

a2 Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat l 
dpimpi oleh seorang epala yang berada dibawah den 
bertanggungiawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal. 

Pasal 18 

Sub Bidang Promosi dan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan 
bahan, menyusun dan melaksanakan pedoman atau petunju 
pelaksanaan pembinaan kebijakcan pengembangan di subbidang promosi 
da informasi penanaman modal 

Pasal 19 

Untuk menyelenggaralc tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 
Sub Bidang Promosi dan Informasi mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan di 

bidang promosi dan Informasi penanaman modal ; 
b. pelaksanakan promosi dan pelayanan informasi penanaman modal ;  
c. perumusan, dan penyusunan materi promosi penanaman modal; 
d. Penyelenggaraan sosialisasi; 
e. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidang promosi dan Informasi 

penanaman modal; 
f. pelakanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan wasta 

tinglaat lolal, regional dalam bidang promosi den Informasi 
penanaman modal; 

g pengembangan sin ter  informasi  penanaman  modal; 
h. penyelenggraan kegiatan administrasi sub bidang promosi dan 

Informasi; 
i. pelaksansan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Penanaman Modal scsuai tugas dan fungainya. 

Pasal 20 

Sub Bidang Fasilitasi dan Kerjasama mempunyai tugas mengumpulkan 
bahan, menyusun dan pelaksanaan pedoman atau petunju 
pelaksanaan pembinaan dan kebijakan pengembangan dibidang 
fas~litasi dan kerjasama penanaman modal 

Pasal 21 

Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 
Sub Bidang Fasilitasi dan Kerjasama mempunyai fungsi: 
a. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan di bidang fasilitasi 

dan erasama penanaman modal ; 
b. koordinasi kegiatan fasilitasi dan Kerjasama penanaman modal; 
e bimbinan teknis penanaman odal; 
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kegatan adriristrasi Sub Bi@dang Fasilitasi dan 

an tug-tgas laun yang diberikan oleh Kepala Bidang 
man Modal sesuai tugas dan fungsinya. 

f 

Bagan Kelima 

Bidang Pengawasan dan Pengendalian; 

Pasa 22 

(I Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas 
melaksanalan Pengawasan dan Pengendalian terhadap 
penyelengsaraan penanaman modal. 

(2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh sorang epala 
yang berada dibawah dan bertang&ungiawab kepada epala Badan 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpad. 

Pasal 23 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, 
ayat (1 Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi: 
a. penyusunan pedoman, perencanaa n ,  evaluasi  dan  pengembangan 

program di bidang Pengawasan dan Pengendalian; 
b. penyelenggaraan analisis kebutuhan dan pengembangan Pengawasan 

dan Pengendalian; 
c. penviapan data base di bidang penanaman modal ; 
d. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan 

pengendalian kegiatan iin penanaman modal; 
e. pelaksanan inventarisasi perm6salahan pengaduan masyarakat dan 

penanganan pengaduan dibidang penanaman modal; 
f. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya; 
g. koordinasi dan sinkronisasi bidang Pengawasan dan Pengendalian; 
h. penyiapan bahan perumusan kebijalan teknis di bidangnya; 
i. pelaksanan kebijakan teknis di bidangnya; 
j. pembinaan dan pengawasan staf; 
k. pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

Pus! 24 

(l) Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdini dari :  
a.Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan; 
b.Sub Bidang Pengendalian dan Pengkajian.. 

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (l 
dipimpin oleh scorang Kepala yang berada dibawah dan 
bertanggungiawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan 
Pengendalan. 
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a Ba Pergawasa.n dan Pengaduan mempunyai tug 
p u ll  baban, menyusun dan melaksanakan pedoman at 

petuanal pelacaran pembaan kbialan di bidang Pengawasan dan 
Pen uaan 

Pasal 26 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairana dimaksud dalam Pasad 25, 
sub Bidang Pengawasan dan Pergaduan mempunyai fungsi: 
a penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pengawasan dan 

Pengaduan; 
b oordinasi keatan Pengawan de""dan. 
c. penyiapan data base dan informasi Pengawasan dan pengaduan ; 
d. menyiaplan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan 

penanganan pengaduan di bidang Penanaman Modal; 
e. melaksanakan inventarisasi pengaduan masyarakat dan penanganan 

pengaduan di bidang penanaman modal; 
f. pengembangan sistem Pengawasan dan Pengaduan; 
g. penyelenggaraan kegiatan administrasi sub bidang Pengawasan dan 

Pengaduan; 
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pen ga wasan  dan  Pengendalian sesuai tugs dan fungsinya. 

Pawl 26 

Sub Bidang Pengendalian dan Pengkajian mempunyai tugas 
mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan 
Pengendalian dan Penglajian. 

Psl 27 

Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, 
Sub Bidang Pengendalian dan Penglajian mempunyai fungi: 
a. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pengendalian dan 

Pengkajian; 
b. pengkoordinasian kegiatan Pengendalian dan Pengkajian; 
c. penyiapan database dan informasi Pengendahian dan Pengkajian; 
d. pengkajian dan pengembangan sistem penanaman modal ; 
e. penyelenggaraan kegiatan administrasi sub bidang Pengendalian dan 

Penglajian; 
f. pelaksanaan tugs-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pe gawasan dan Pengendalian ssuai tugas dan fungsinya. 

Bagan Keenam 

Bidang Perizinan Umum; 

Pasa 28 

(I) Bidang Perizinan Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi 
penyelenggaraan pelayanan, periarinan umum. meliputi: 
a. perizinan bidang banguran / perumahan; 
b. periznan bidang pertanahan; 
c. perizinan bidang pemanfaatan kekayaan Daerah; 
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b du ng  iependudukan, 
penman uurn sesua kewenangan. 

Bidang Perina.n Lrum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada 
dibewa.h dan bertangngawab kepada epala Badan Penanaman 
Modal dan Pelayanan Periazinaen Ter pad u. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, 
ayat (l) Bidang Perizinan Umum mempunyai fungsi :  
a.  penyusunan pedoman pelayanan periinan; 
a. penyusunan rencana dan evaluasi pelayanan perizinan; 
b. penyelenggaraan pelayanan perizinan; 
c. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya; 
d. koordinasi dan sinkronisasi pelayanan perizinan; 
e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangnya; 
f. pelaksanaan kebijakcan teknis di bidangnya; 
g. pemrosesan dan penetapan perizinan, 
h. pembinaan dan pengawasan staf; 
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai tugas 
dan fungsinya 

Bagan etujuh 

Bidang Periazinan Ekonomi; 

(I) Bidang Perizinan Ekonomi mempunya tugas melakukan koordinasi 
penyelengaraan perizinan bidang perekonomian meliputi; 
a. perizinan bidang perindustran; 
b. perizinan bidang perdagangan; 
c. perizinan bidang koperasi; 
d. perinan bidang pariwisat; 
e. perizinan bdang pertanian; 
f. periinan bidang perikanan dan Kelautan; 
g periazinan bidang peternalan; 
h. perizinan bidang kehutanan dan perkebunan; 
i. perizinan bidang perhubungan; 
j. perizinan reklame; 
k. perizinan bidang pertambangan dan energi; 
l. periznan bidang pemanfaatan sumber daya alam; 
m. lain-lain periinan di bidang eionomi sesuai dengan kewenangan. 

(2) Bidang Perizinan Ekonomi dipim pin oleh seorang Kepala yang 
berada di bawah dan bertangungiawab kepada Kepala Badan 
Peranaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. 



tu g s  sbeair.a diral.sud pada Peal 30 ayat 
a Eoori mempunyai fungi '  

d  pedoa pelaya.an peruanan, 
y a  ret ac  da  evaluasi  pelayanan periainan; 

c pem en .sa r an  pelayanan  penman, 
d peye ie rgsaraan  kegiatan administrasi di bidangnya; 

loordinasi dan sinkrorisasi pelaryanan periinan; 
f penyiapan bahan perurusan kebijakan teknis di bidangnya; 
g pelaksanaan kebijakan teiris di bidangnya, 
h. pemrosesan dan penetapan pernan; 
i. pembinaan dan pengawasan staf, 
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai tugas 
dan fungsinya. 

Bagan Kedelapan 

Tie Teknis 

Pasal 32 

Tim Teknis terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait 
yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan 
bidangnya. 

Pasal 33 

(l Tim Teknis mempunyai tugas memberikan saran pertimbangan 
dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau 
ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada kepala instansunv 
dan kepada Kepala Bedan Penanamnan Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu. 

(2 Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui Ke pala Bidang 

Pasal 34 

Untuk melaksanakan tugas sebagamana dimaksud dalam pasal 33 aya 

(1) Tim Teknis mempunyai fungi: 
a. Menyelecnggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan periazinan, 
b. Menyiaplan bahan perumusan kebijakan teknis dibidangnyi 
e. Pelaksanaan kebijakan teknis dinas; 
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala 

Dinas/Instansi sesuai tugas dan fungsinya. 

Bagan Kesembilan 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 35 

(I) Pada Badan dapat diterapkan kelompok jabatan fungsional tertentu 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan perUndang-Undangan. 
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(2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsioral 

senior yang ditunjuk. 

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan 
kemampuan dan beban kerja. 

berdasarkan kebutuha 
• 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 36 

Mekanisme dan pola pelayanan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu serta Pembentukan Tim Teknis ditetaplan lebih 
lanjut oleh Bupati 

Pasa 37 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 2 be le 16a 

Psn.any. 

e~Go uoio 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 2g pecr 
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